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Abstract

i the era of good governance, the problem of poverty (5 not just the
responsthility of government olone but the three components [government, chvil
sociely and private sector] in spnergy for within the compeany Inkerently four
responsibilities, nomely the responsibility of the economic, legel, ethical and
phifanthropic, (Hennigletd et.al. ). In arder to fulfill this responsibility the company
held a four community empowerment efforts through o program of corporate
soclal responsibility obbrevioted as CSR set by article 74 of Law number 40 of 2007
regarding Limited Liabllity Compoany. The Implementation of (3R held by these
campanies was very varled included (1] carried owt directly by the companies, (2]
carried out by the foundotions or chorftoble organiretions or their componies
owned by groups, (3) through cooperation or partnership with another party, and
(4} several companies joined in a copsartium to jointly run the CS8,

To avercome the problem of poverty, community empowerment s the
mauast suftable alternative becaouse society is not merely an abject but also as octor
(subiect). Therefore, in order to empower the community, it should Include two
dimensions: first, the dimension of Individua! perspective includes the
particlpotion, capadty bullding, end self-reflance, and the second dimension from
the perspective of the community In the form of institutional strengthening and
partnership agencles. The mode! the aouthors termead as the “two-dimensional

model! of empowerment” (double dimension empowerment model} -
subsequently becomes o model offeredin this artide.

Krywords: corporote social responsibilities, empowerment
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Pendahuluan

Mitenium Development Goals atau yang sering disingkat dengan MDGs
merupakan komitmen global yang disepakati oleh berbagai aegara di dunia
untuk memperjuangkan tercapainya tingkal kesejahteraan minimal bagi
masyarakat setlap negara. MDGs mengharuskan semuz negara vang telsh
menandatangani [termasuk Indoresial mengimplementasikan delapan butr
program  peningkatan kesejahteraan masyarakat ke dalam kebijakan
pembangunan gi negaranys masing-masing sampai dengan tahun 2015, Salah
satu butir utama yang menjadi sasaran MDGs tersebut adalah pengentasan
kermiskinan dan kelaparan, dl samping ketujuh sasaran lalnnya, yakni pencapaian
pendidikan dasar, meningkatkan kesetaraan jender dan pemberdayaan
perempuan, mengurangl tngkat kematian anak, menlngkstkan kesehatan ibu,
pemberantasan HIV/AIDS dan penyzkit menular lalnnya, menjamin kelestarian
lingkungandan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Atas dasar komitmen tersebut, Indonesia sebagai salah satu negarayang
ikut menandatangani MDGs, telah mencanangkan berbagai program dan
kebilakan untuk merezlisasikan komitmen tersebut. Secara spesifik untuk
Frencapal sasaran yang pertama penanggulangan kemiskinan, berbagai program
teleh dicanangkan, salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang
tantang Perseroaan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yeng disahkan pada tanggal
I0 Jull 2007, Pada pasal 74 UL inl menyatakan bahwa perseroan yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber
daya alam wajib melaksanakan tanggunglawab sesial dan lingkungan. Perseroan
yang tidak melaksanakan kewa)iban tersebut 2kan dikenal sanksi sesuai dengan
ketantuan perafuran perundang-undangan. {Irawan, 2008: 4]. Dengan adanya
ketentuan ini, peérusahaan, khususnya perseroaan terbatas yang bergerak di
bidang dan atau berkaltan dengan sumber daya alam karus melsksanakan
tangpunglawahb oialaya kepada masyarakat.

Angka kemiskinan di Indaeneska masih cukup tinggi. Masalah kemiskinan
sepertinga menjadi permasalahan yang tak kunjung wsai dan tak berujung,
masalah klasik yang belum ditémukan solus) konkrt uptuk mengakhiringa.
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Lnuf'ul perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Natlonal [Bappenas;,
angka kemiskinan tahun Inl dapat mencpal 33,7 Juta orang atau mengalami
penuranan dari sebelumnya 15,42 persen menjadi 14,15 persen tahun 2010,
Berbicara jumlzh angka kemlskinan nasionel, angka yang zangat berbeda
dikemukakan oleh pakar ekonomi dar Institut Pertanian Bogor Arief Daryanto
(AntaraMews, 7 Januari 2010: 1) dangan mengatakan
“Menurut Bank Dunla seseoarang dikategorikan miskin jika pendapatan per hari
kurang dari 2 dolar AS, dan pendapatan tersebut harus bersifat tetap. Dengan
kriteria seperti itu, berdasarkan data terbaru yang dirifis Bank Dunia, angka
kemiskinan di Indonesia mencapai 70 jutajiwa®.

Data yvang dikutip Bank Dunla tersebuthampir dua kalilebih besar dar data
vang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) ahun 2000 yakni 37,17 juta jiwa
(AntaraMews, 7 lanuari 2010: 1). Data tersebut menunjukkan babwa diperiukan
kerja keras dan kesumgguhan berbagal plhak dalam menanggulangi kemiskinan.

Pendekatan CSR mulai menjadi Isu menarlk yang diperbincangkan
masyarakat umum, dunia usaha, media maupun pemerintahan. Kesadaran akan
pentingnya C5R, telah menjadi kecenderungan giobal, seiring dengan semakin
maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk-produk yang ramah
lingkungan, serta kaldah-kaidah sosial mavpun prinsip dasar hak asasi manusia
[HAM]."Semua pikak telah menyadari arti penting CSR. Kalau C5R diterapkan
dengan penuh kesadaran, akan menfad] salah satu pendekatan yang efektif
dalam mengatasl masalah kemiskinan,"{Daryanto, AntsraNews 7 Januar
2010: 1)

Penanggulangan kemlckinan bukan semata hanya menjadi tanggungjawab
permnerintah, melainkgn seluruh komponen bangsa seharutnya memiliki
komitmen yang %ama untuk memecahkannya. Dalam perspektif good
governonce upsyh mengatasi kemiskinan bukan hanya menjadi tanggungjawab
pemerintah semata, melainkan ketipa pilar yakni pemerintah, masyarakat siplt
{termasuk lembaga swadaya masyarakat) dan dunia usaha harus secara sinergls
berzama-zama dengan segala daya dan kekuatan mengupayakan pengentasan
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kemiskinan secara nasional. Dalam konteks Inl perusahaan dan dunia bisnis pada
umumnya harus memliikl keszdaran yang tinggl dzlam mengatasi berbagal
prablema kemiskinan yang ada di dalam masyarakat, Apalagi dengan
diberakukannya UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada
pasal 74 UU tersebut ditegaskan bahwa banyak ragam dan bentuk program yang
dapat dilakukan dalam rangka mengatasi problema kemisklnan. Mamun
demikian paradigma yang leblh s2sual wntuk saat Ini adalah program
pengeniasan kemiskinan yang bersifat ekonamis-produktif dan bukan program-
program yang bersifat konsumtif semata, Paradigma sebagaimana dimaksud
kebih banyak dikenal cengan paradigma pemberdayaan masyarakat. Paradigma
pemberdayaan merubah pela dar bartuan yang bersifat charity (hibah) menjadi
program yang bersifat merubah pola sikap dan pola plkir yang bersifat
penguatan, karena dengan pola yang demikian inl dengan beebagai bentuk
bantuan yang ada masyarakat bukan lagl pada posizi abyek, tetapi diposizsikan
sebagal subyek pada setiap kegiatan.

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang akan diural dalam artikel ink
adalah (1} bagalmana perkembangan corporate sociol responsibilitres [disingkat
C5R) (2) dalam bentuk apa saja konsep-konsep CSR dimplementasikan, dan (3}
bagaimana paradigma pemberdayaan masyarakat dipergunakan sebagai sebuah
alternatdf implementast CSR serta model pemberdayaan sepertl apa yang dapat
dlpilih untuk membantu mengatasi persoslan kemiskinan. Analisis literer
(kepustakaan) dilakukan untuk mengkaji berbagal konsep CSR dan
implementasinya dilengkapl dengan amalisis fakta empirik darl kajian
pemberdayaan masyarakat dengan mengemukakan sebuah model
pemberdayaan.

Corporate Social Responsibility: Konsep, Perkembangan dan implementas|
1. Konsep dan Se|arah Perkembangan CSR

Secara kronologls, Lee (dalam lalkal, 2008] membagi perkembangan CSR
atas dasar konsep dasar, |lde dan nilai ke dalam S {lima) dekade, yakni dekade
1930, dekade 1964, dekade 1970, dekade 1980, dan dekade 1950, Pada dekade
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pertama dan kedue {1950 dan 1960an), sebapal pemikiran awalkemunculannya,
C5R benar-benar dldominasi oleh pemikiran Howard 8owen yang Giandai
dengan tema besar tanggungjawab sosial pebisnis (social responcibilies of
Businessmen — yang menjadi judul buku Bowen, terbit tahun 1953} Pemikiran
dasar Bowen pada dua dekade ini digasisbawahl cleh  Susiloadi {2008: 124}
sebagai berikut:

“Ide dasar C5H yang dikemukakan Bowen mengacu pada kewnjibamn pelaku
bisnis untuk menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilal dan tujuan yang
nendak dicapai masyarakat d| tempat perusahaannyz beroperasi. ia
mengRunakan istilah sejalan dalam kenteks e untuk meyakinkan dunis usaha
tentang perlunya mereka memiliki v yang melampaul kinerja finansial
perusahaan. la mengemukakan prinsip-prinsip tangpung jawab sosial
perusahaan’. :

Dekade 1970-an ditandal dengan munculnya Konsap vang hingga kini
masth sangat sering dikutip, yaitu enlightened self interest, Konsep ini dilzhirkan
clah Wallich dan McGowan (menulls artikel terakhir dalam bunga rampal A Newr
Rotionele for Corporote Sociol Pollcy, 1970] yang berupaya menyedizkan
rekonsilasi antara tujuan sosial dan ekonomi perusahaan. Mercka dengan tegas
meanyatakan bahwa C5R akan terus menjadi konsep asing apabila tidak berhasl|
menunjukkan difnya konslsten dengan kepentingan pemilik modal. Sojak itu
terjadl perubzhan radikal dari penelitizn-penelitian C5R yang tadinya lebih
bersifat parmatlf menjadi positif, terutama kaitan antara kinerja CSR dan kinerja
finansial perusahaan. [Lee, dalamalal, Lingkar Studi CSA, 2008: 3)

Dekade 1980an ditandal dengan maraknya tema kinena sosial
perusahaan {corporote social performance, CSP). Penanda utamanya adalah
artixel seminar Archle Carrall, A Three dimensional Concspiual Model of
Corparate Performonce {1979). Hal yang sangat penting dalam dekade ini adalah
berkembangnya keyakinan bahwa hubungan antara kinerja sosial perusahaan
dan kinerja finansial tidaklah bersifat trode off. Keduanya dapat berjaian seinng
rmenuju total social responsibility of busimess™ yang terdiri dari tanggung jawab
ekonomi, legal, etis, dan diskresionarl.
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Dekade berlkwtnya, 1990an, ditandal dengan kefuntuhan misterd
terbosar dalam manajamen: mengapa perusahaan-perusahaan tertentu secara
konsisten berkinera lebeh baik dibandingkan yang [ain. Jawabannya ada pada
tema manajemen stratejik, yang diantaranya diusung oleh Peter Drucker, Salah
satu warian manajerven stratefik adalah teori permangku kepentingan yang
dipopulerkan oleh tdward Freeman. iz mempostulatkan bahwa semakin banyak
pemangku kepentingan yeng dipuaskan oleh perusahaan, maka perusahaan
tersebut memiliki kemuengkinan semakin besar untuk sukses. Postulat tersebut
sangat bermanfaat untuk perkembangan CSR selanjutnya, sehingga studl-stud]
C5R menjadi semakin bersifat postif dan manajerial. Aplikasi praktisnya juga
semakin didorong oleh tokoh-tokoh seperti Philip Kotler, Michael Porter dan
Stuart Hart. (Jalal, Lingkar Studl CSR, 2008: 4]

2. Manfaat Corporate Sociol Responsibility Bagl Perusahaan

A.B. Susanto (dalam Susiload), 2008: 128) mengemukakan bahwa darl
sisi perusahaan terdapat & [enam) manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas
CSR. Pertoma, mengurangl risike dan twduhan terhadap perlakuan tidak pantas
yang diterima perusahaan, Perusahaan yang menjalankan (SR secara konsisten
akan mendapat dukungan luas dari komunitas yang merasakan manfaat dard
aktivitas yang dijalankannya. CSR akan menganghkat citra perusahaan, yang dalam
reptang waktu yang panjang aken meningkatian reputasi perusahaan. Kedwa,
CSR dapat berfungsl sebagai pelindung dan membantu perusahaan
meminimalkan dampak buruk yeng dizkibetkan suztu krisis. Sebagai contoh
adalah sebuah perusahaan produsen consumer goods yang bebera pa waktu yang
lalu dilanda isu adanya kandungan bahan berbahaya dalam produknya. Namun
karena perusahaan tersebut diznggsp konsisien dziam menjalankan CSR-hya
maka masyarakat menyikapinya dengan tenang sehingga relatif tidak
mempengaruhl aktivitas dan kinefjanya. Ketiga, keteriibatan dan kebanggaan
karyawan. Karyawan akan merasa banggs bekerjs pada perusahaan vang
memilki reputas] yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya
yntuk membantu menlngkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

B PARADIGMA jurnal lImu Adminkiras] Vol 1, Me. 2, Desember 2003



dan lingkungan sekitarnyz. K¥ebanggaan inf pada akhimya akan menghasilkan
loyalitas sehingea mereka merasa lebib termeotivasi untuk bekerja lebin keras
demi kemajuan perusahazn. Keempot, C5R yang dilaksanakan secara konslsten
akan mampu memperbaiki dan mempereral hubungan antara perusahaan
dengan para slokeholdersnya.

Pelaksanaan (SR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan
memillkl kepedulian terhadap  pihak-pihak yang berkontribusi terhadap
lancarnya berbagal aktivitas serta kemajuan yang mereka raih. Kellma,
meningkatnya penjualan. Konsumen akan lebih menyukai produk yang
dihasilkan aleh perusahaan yang secara konsisten menjalankan C5Rnya sehingga
memiliki reputasi yang balk, Keenam, insentif-insentif lsinmya seperti insentlf
pajak dan berbagai perlzgkuan khusus lalnnya. Menurut Y. Wibisono {dalam
Irawan, 2008], perusahaan memperoleh beberapa keuntungan karena
renerapkan tanggungiawab sosialnya antara lain : untuk mempertahankan dan
mendongkrak reputasi dan brend imoge perusahaan; layak mendapatkan ijin
untuk beroperas! [soclal ficense to operote), mereduksi risiko bisnis perusahaan;
melebarkan akses ke sumber daya; membentangkan akses menuju market;
mereduksi biaye: memperbaiki hubungan dengan stokehoiders, memperbaiki
hubungan dengan regulator; dan meningkatkan semangat dan produktivitas
karyawan.

3. Bentuk-bantuk Implementasi CSR

Model stau pola CSR yang umum diterapkan oeh perusahaan-
perusahaan di Indonesia sebhagai bertkut @ (1}, C58 biza dilaksanakan secara
langsung oleh perusahaan, Peruszhaan menjalankan program SR secara
langsung dengan menyelenggarakan sendin keglatan sosial atau menyerahkan
surmnbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas Ini
perusahaan blsa menegaskan salah satu pejabat seniomya, seperii corporgte
seeretary atau public affalr monaoger atau menjadi bagian dari tugas divis| humon
resource development atau public relations. (2). CSR bita pula dilaksanakan oleh
yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan atau groupnys. Perusahaan
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mendirikan yayasan atau organisagi soslal seadirl di bawsh perusahaan atau
group-nya yang dibentuk terpisah dar organisasi induk perusahaan namun tetap
harus bertangaung lawab ke CEQ atau ke dewan direksi. Model inl mervpakan
adopsi yang lazim dilskukan di negars maju. Disini perusabizan menyediskan
dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan untuk operasicnal
yayasan. (3). Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan C58 melalul
kerjasama atav bermitra dengan pihak lain. Perusabaan menyelenggarakan SR
melalul kerjasama dengan instansl pemerintah, perguruan tinggi, LsM, atau
lembaga konsultan baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan
kegiatan sosialnya. (4). Beberapa perusahaan bergabung dalam sebuah
komsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan C5R. Perusahzan tunut
mendirikan, menjadi anggotas atau mendukung suatu lembaga soslal yang
didirlkan untuk tujuan sosial tertentu. Pihek konsorssum yang dipercaya aleh
perusshaan-parusahaan yang mendukungmya akan secara proaktif mencan
kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang
telah disepakat] (Susiloadi, 2008: 128)

Paradigma Pemberdayaan Masyarakat [Community Development) Dalam
Implementasl CSR

Paradigma pembangunan yang sehir-akhir inj sering diblcarakan dalam
berbagai kesempatan baik di tingkat internasional, nasicnal maupun lokal adalah
paradigma pemberdayaan masyarakat Paradigma ini lahir sebagal koreksi atas
paradigma yang sudah ada sebefumnyz. Melzlui paradigma ini masyarakat
diberikan hak dan kesempatan untuk mengelola sumberdaya alam dalam rangka
melaksanakan pembangunan. Hadimyz peradigma inl berinlsiatif untuk
mengubah kendist dengan memberikan kesempatan kepada kelompek miskin
enluk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah
mereka tentukan, Di samping ftu masyarskat mitkin Juga diberikan kesempatan
untuk mengelola dana sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak
lain, Merebaknys paradigma pemberday2an sangat erat kaitannya dengan good

governonce. {Sulistivani, 2004; 75). Fengembangan masyarakat [community

B rARADGMA Jumal llmu Adrainistrasl ol I, Mo, 2. Desember 2013



development) yang beberapa sumber menyebut dengan peristilahan berbeda
diantaranya diterjemahkan dengan pemberdayaan masyarakst. Pemberdayaan
masyarakat adzlah upaya peningkatan kapasitas persegrangan atau kslompok
untuk mempengaruhi pengembangan dan pilikan hidup dan
mentransformasikan piithan tersebut ke dalam tndakan yvang dilnginkan dan ke
dalam hasil bagi pengembangan dari kemunitas mereka. (Paul B dalam Darwin,
2007: 4).

Paradigma pemberdayaan menempatkan masyarakat pada posisi dan
peran yang sentral karena setiap langkah aktivitas pembangunan akan selalu
malibatkan masyarakat dalam setiap proses mulal darl perumusan program,
perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi sampai pada
pengawasannya, Commuounity development yang oleh Scetomo diterjemahkan
sebagal “penpembangan masyarakat menurut Perserikatan Bangsa-Bangss
diartikan scbagai suatu proses di mana masyarkat yang tinggal pada hokasi
tertenty mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tndakan soslal
{dengan atau tanpa Intervensl} untuk mongubah situasi ekonomi, sosial, kultural
dan atau ingkungan mereka. (0etama, 2006: B1}]

1. Tanggungjawab Perusahaan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Di era good governance, pemberdayaan masyarakat guna mengurangi
kemiskinan bukan lagi merupskan Snggungjawab tunggal pemerintah, tetapi
menadi Angpunglawab semua elemen governonce, yaitu negara, blsnls dan
matyarakat madani. Pemerintah, baik pusat mavpun daerah, memberdayakan
masyarakat melalui program-program pembangunan, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LM} sebagai elemen masvarakat melatui aksl-aksl soial vang
mereka lakukan memberi kontribuws! tersendin dalam pemberdavaan
masyarakat. Sementara itu perusahaan juga merasa berkepentingan terhadap
adanys pemberdayaan masyarakat karenadalam diri perusahaan melekat empat
tanggungiowab, yaitu tanggungjawab ekormomd, legal, etis dan pllantropls.
{Hennigfeld et.al., dalam Darwln, 2007: 2).
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Soecara strukiural-hierarkhls, empat macam tanggunglawab perusashaan
tersebut secara visual digambarkan dalam piramica berikut:

Gambar 9

Empat Tingkat Tanggungiawab Sosial
Parssahaan (CSH)

Sumber : Darwin, 2007 3)

Dari gambar tersebut dapat dijelasican, tangzunglawab perusahaan pada
tingkat paling dasar berupa tonpgunglowad ckonoml, perusahaan memiliki
parmegang saham yang berkepentingsn terhadap keuntungan atas investasiyang
mereka tanamkan, memiliki pekerja yang membutuhkan keselamatan kerja dan
upah yang layak, memilili konsumen yang memiliki kepentingan terhadap
kualitas produk perusahaan yeng mereka bell. Pada tingkat kedua
tanggungfowab legal, perusahaan terkat pada aturan-aturan hukum, sehingga
perusphaan yang bertanggungjawab adalah perusahaan yang patuh kepada
hukum atau aturan maln. Hukum adalsh kodifikas dari pandangan-pandangan
maoral masyarakal, karena ketaatan perusahaan terhadap hukum negara
merupakan indikator dan rnggungawab perusshazan terhadap masyarakat

Ketiga tanggungiawab etis, perusaiaan harus bertanggungjawab untuk
melakukan hat-hal yang benar, adil dan folr, meskipun prinsig-pnnsip kebenarzn,
keadilan dan foirness tersebut belum tertuang dalam hukum negara. Misalhya
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Tabel 1, Peran Tigs Aktor dalam Pemberdayaan Mastyarakat

[

Aktor Peran dalam Bentuk Output Peran FasiBtasi I
Pemberdaysan | _ |
Pemerintah | Formulasidan | Kebifzkan: Poitik, Umom, Dana, |
penctipan | Khusus/DepartementalfSekraral, | jaminan, alat, |
pallcy, | Penganggssan, lules dan Juldak, | teknolog,
implemenizsi, penictamn it mebwori,
ronitorng dan I kebernasiian pergturss holeum, | sistemn
Evaluasi, Medias | pemyeleson sEoges manajamen
informasi,
eduleasd
SWasTa Kontnibiss pada Wi, SR AR PERSTRE 2L Dana, alan,
foemiulasd, Exboaien, Dresiss dae | teknologl,
Implemeantzsl, angichoclicy acton | tenaga ahll
monitasng dan impleparpyl dseater PetaleE | BaR SBEAEET
evaluas IrreesTmenT DeemelitarEan | trampsd |
Matyarakat | Parizupas dalam | Saras, et IEER rebkomendnii, | Tenags
formulasd, bebwratan, Solcomgae S20m terdidik,
implementasi, formudes pebgakor teraga
monitosing dan Priicy arion, dzez swadza. - terlatib,
mm‘l I Izrdil:lﬁ:, dan
fungsi socal controi | f:";’:f:'*

Sumber - Sulichyosy (200d: 57)

Dar tabel menunjukkan bafws ketiga piiar good governance yakni
pemerintah, sektor swasta dan masvarsicr spl harus berunerg untuk
mengamblil poran masing-masing sesuai peran posisinys Masing-nmasmg.

Z. Strategi Korporasi untuk Pemberdayaan Masyarakat
Darwin (2007: 3) mering beberapa strategs bagl perusahaan untuk
memberdayakan masyarakat berikut: (1) Natehat Ong kuno yang mangazkan
"beri kall, Bukan ikan™, dimaksudkan bahwa dalam memberdayakan masyarakat
harus diperslapkan uniuk memilki skills, pengetzhuan, kecakapan atau keahlian
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tertentu sehingga merecka dapat melakukan kegiatan (uiahal yang bisa
mendapatkan hasil atau “dapat mengail” bukan hanya sekedar “memakan
wanmya” zaja. (2) Perlakukan masyarakat sebagai subyek dalam art: pelibatan
Tasyarakat dalam setiap tanap kegiatan pemberdayazn mutai tahap perumusan
cebljakan, perencanaan, implementasi. montonng dan evaluasa. (3] Bantuan
narus sesual dengan kebutuhan diantaranyva bSerups bantuan modal (kredit
mikre], Bantuan peningeatan skill dan kewirausahaan dan bantuan pemasaran
croduk. [4] Penguatan kelembagaan, (5) Mengatasi sumber-sumber
eetidakadilan scsial dan {6} Mengembangkan jejaring dengan pihak-pihak
exsternsl, misal: melalui forum siakeholders,

Wrhztnolo dan Dwidjowijeto (2007 2-7} menvebutkan bahwa
pemberdsyaan adalab sebuah *proses menjadi®, bukan sebuah "proses instan™.
| Se¢bagal proses, pemberdayean mempunyal tiga tahapan: penyadaran,
: pengkapasitasan, dan pendayaan, Secara sederhana keliga tahapan tersebut
- Zapardigambarkan sebagai berikut:

Gembar 2 Tigo Tohopon Pemberdayaon
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Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ind target yang hendak
diberdayakan diberi "pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran babwa
mereka mempunyai hak untuk mepunysi “sesuatu®, Misalnyz, target adzlah
kelompok masyarakat miskin, Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa
mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan fie mereka mempunyai
kapasitas untuk keluar darl kemiskinannya. Program-program yang dapat
dilakukan pada tahap ini misalnya memberizan pengetahuan yang bersifat
kognisi, belief, dan healing. Prinsip dasarmyz adaizh membual targel mengerti
bahwa mereka perlu [{membangun “demond™] SSerdayakan dan proses
pemberdayaan ity dimulai darl datam diri mersics (Seak dard orang luar)

Setelah menyadari, tahap kedua acaiah pengiapasitasan, atau yang
sering disebut “copecity building®, stsu dafam Sefasa yvang lebih sederhana
memampukan atau enabling. Untuk diberiian daya atau kuasa, yang
bersangkutan harus mampu teriebih dabula. Misaleys, sebelum membarikan
atonomi daerah, seharusnya daerah-daerah yang hendak digtonomkan deiberi
PrOgram pemampuan atau copocity bivkding entuk membuzt mereka "cakap”
(skilfull] dalam mengelola ctonomi yang Sberices. Proses copacity building
terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasl, can sstem nial

Penpgkapasitan manusia dalam arti memampuian manusia, haik dalam
konteks individu maupun kelompok. Bag bengss Indoness Ticak asing dangan
konsep Inl karena sudah amat sering melakicn - froining. workshop, seminar
dan sejenismya: di masa "Orba” itz jugs senng menggunaken istilah “zimulas®
Ltk sosialisasi 4. Art dasarnya adalzh memberiian kapasitas kepada individu
dan kelompok manusia untuk mampu menerima days stzu kekuasaan yang akan
diberikan.

Pengkapasitasan organisasl dilakukan daiam bentuk restru kturisas|
organisasl yang hendak menerima days at=u kapasitas tersebut. Misalnya,
sebelurn diberikan peluang usaha, bagi kelompok miskin dibuatkan Badan Usaha
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Mk Rakyat (BUMBR). Pengkapasitasan ketiga adalah sistemn nilai, Setelah orang
i=an wadahnya dikapasitaskan, sistem nilainyapun demikian, Sistem nilai adalah
j'fill:ran main”, Dalam cakupan organisasi, sstem nilai berkemzan dengan
mggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Sistem dan Prosedur, Pefaturan
parasi, dan sejenisnya, Pada tingkat vang lebih maju, sistemn nilai terdiri pula
budaya organisasl, etika dan good governance. Pengkapasitasan sistem nilal
skukan dengan membantu target dan membuatkan “aturan main®™ di antara
ereia sendiri.

Tahap katiga, adalah pemberian daya itu sendir, atau “empowerment”
m makna sampit. Pada tahap ini kepada target diberikan daya, kekuasaan,
oritas, kekuasaan, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas
sczkapan yang telah dimélikl, Prosadur pada tahap ketiga ini cukup sederhana,
ssun kita seringkali tidak cakap menjalakannya karena mengabaikan bahwa
=am kesedernanaznpun ada wkuran, Pokok gagasannya adalah bahwa proses
berian daya atau kekuasaan diberikan sesual dengan kecakapan penerima.
barian kredit kepada suatu kelompek miskin yang sudah melalui proses
yadaran dan pengkapasitazan masih perly disesuaikan dengan
smpuannya mengalols usaha. Jika perputaran usahanya hanya marmpu
mcapai Rp. 5 juta, tidaklah bijaksana jika diberikan pinjaman atau modal
sesar Rp, 50 juta.

sdel Pemberdayaan

Berbagai model dapat dipilih untuk memberdayakan masyzrakat sesuai
disi dan situasi masyarakat yang akan diberdayakan dlantaranya dar Subarto
2005 65) yang membagl ke dalam tlga aras mikro, mezzo dan makro; Sulistivani

B4) yang membagl tga tahapan pemberdayaan knowledge, attitudes, dan
dengan pendekatan aspek afektif, kognitif, psikc-motorik dan aspek
. Demikian pula Wrihatmolo dan Dwidjowijoto [2007: 283) yang
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menyodorkan model dengan mensistematisasikan pemberdayaan ke dalam ¢
tujuan, prinsip dasar, targetting. strategi, kegiatan, output dan outcome,

Pada artlkel ini penulis menawarkan sebuah moded yang dibangun atas
dasar hasil penelitian tentang implemertasi program pemberdayazn ekonomi
masyarakat pesisic (PEMP) pada Dinas Feternakan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul. Penelitian difakukan antara tahun 2007 sampai dengan 2009
vang kemudian ditulls dalam sebuah tesls yang dipreseniasikan padd prodi
Administrasi Negara program Pascasarana Fisipel Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta [Szhudiyono, 2009: 102). Model yang penulis Istilahkan dengan
"Model Pemberdayaan Dua Dimenst® [Double Dimensions Empowermeant
pdodel) ini menekankan, pemberdayaan masyarakat akan berhasil apabila
mencakup dua dimensi sekaligus, yakni secara individual/personal dan secara
komunitas atau kelembagaan (lihat gambar 3]

Gombaor 3 Model Pemberdayeon Dua Dimensi

& A eIl S eSO BN, pElEcrEnaE.
Partsipas IecOaciiig-Cracen

& perne Bl Gl eyl soanl

s kEcanparu sl amiiian Ca0n bedangnyn
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= yakin kapastian ussharmys
Homandiien | = el mengaias borbagni ke udlmn
i

Chrweryal
Il vl

* frEArmnpl |anphow segala kebutunan usahama
= ey el MRS RNBRER

| & mupigheersd bermit W3S [Dearnadan Purm]
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E | Hnlarmbegaan | * e yER Damacal Rl B MG

w WA, TR A 0N Pl 23S 3
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KaTEreAT = WErRIAE A 0ot i kiGEras]
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Sumber : Sahudiyono, 2009: 102 (diolah)
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.[;'!Llliimi.'n.'-iin:ii'-'i:lua!, keberhasilan pemberdayaan masyarakat divkurdarl tiga
arizbel: tingkat partisipasi, peningkatan kapasitas dan tingkat kemandiran,
Pertoma partisipash; masyarakat vang menjadi sasaran grogram pemberdayaan

¢ benar-benar dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan proses mulai
2 identifikas| permasalahan, perumusan kebijakan dan penyusunan program,
lementasl program, monltoring, kantrol dan pengawasan sampai dengan
aluasi atas pelakignaan program. Keduo peningkatan kapasitas; secara
zonsl setiap anggota mesyarakat dipersiapkan agar memiliki ketrampslan
entu pada bidang usaha yang akan dilakukennya. Dalam hal inl ketrampilan
g bersifat teknis produksi(membuat, mengemas, memajang/tamplian, tokmik
smasaran) dan teknik mengelola usaha {manajemen usaha), termasuk di
alamrya kemampuan akses permodslan serta tidak kalah pentingnya
perfuas pengetahuan usaha sehingga memilikl pandangan |luas kedepan
mioner] termasuk kemampuan memparhitungkan aspek SWOT strength,
okness, OpPoTUNITY, thréath (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).
brtige, kemandirian; yakni tertanamnya jlwa “mandin™ di dalam setiap orang
=ng menjadi target sasaran program. Kemandirkan Inl dapat ditunjukkan oleh
kinamn akan kepastian jenis usaha yang sedang dilakukan, kemampuan dalam
zatasi setiap kesulitan yang dihzdapi, kemampuan dalam menjangkau
s2gala kebutuhan dalam menjalankan usaha (termasuk kemampuan mengakses
adalan), serta tertanamnya jiwa wirauszha dan kultur kewirausahaan,

Sedangkan pada dimens] komunitas dan kelembagaan, pemberdayaan
arakat dapat divkur darl dua variabel ysitu penguatan kelembagaan dan
itraan lembaga. Penguatan kelembagaan dafam hal ini ditendai dengan
eradaan lembaga, institusl, atau badan usaha dalam berbagai bentuk baik itu
boperazi maupun badan usaha lainnya yang eksistensinga secara de jure maupun
B focte diakui dan diterima oleh masyarakat. Secara de jure lembaga yang ada
r-benar secara legal mendapatkan ijin oleh instansi yang berwenang,
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demikian pula secara de focte lembaga atau badan usshs tersebut
keberadaznnya memang benar-benar dibwtuhkan atau dirasakannya
kemanfaatannys oleh masyarakat.

Kemitraan sebagai salah sati wvariabel dan dimensi komunitas
dimaksudkan adalah sefauh mana lembaga atau badan usaha yang ada menjalin
kerjasama usaha dalam rangka unfuk meémenuhl berbagal kebutuhan yang
diperlukan masyarakat sasaran, Kemitaan menjadi aspek yang penting karena
hanya dengan menjalin kemitraan itulzh lembaga/badan usaha yang ada dapat
menyediakan pelayanan segala macam yang diperlukan masyarakat mulai dari
penyedizan bahan-bDahan, peralatsn, teknologi, pusat informasi, pemasaran,
bakkan dapat memfasilitasi masyarakat dalam rangka meningkatkan skills atau
kecakapan tertentu dalam rangka pengembangan usahanya,

- i lowrd | | Lot B Hl
Tt | Farto b | Forpetpadl sems ipeadd | Paralpasl Aii (k- ead |
iﬂ-'—-ln.—hq | el e, g o Seipriion |
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E | k
e L —— g g e e
Tnadrkd Lod Eapeafe I;-—*-H I'—-; | bmledftmn —mrgrph ]
T e e Fearurtwd achoiE
umsby gy dEcHE e T S
Freprroubl rerctywr T et |
e TR |
[Hreiaiar
Kamzndian e Eprmghar e —orsare
i il i i Lo o8 = T iy b oy Horrroa
Tream b g e EFmaa s hinjlaten
S ey e T T
Fon gt Rt S i e ——— L—-.u,-u..i;n-.._..-._"
Higrtupan | berhecel ksbomfoe, | mespieg Ses Smgmi caa |
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(L T e by L e bl S rerLaELT SRR

Dengan menpggunakan model pemberdayaan sebagaimana gambar 3 di atas
berdasar hasil penelitlan, pemberdaysan masyarakat dapat dikategorikan dalam
tiga lewel (tingkatan) sebagalmana divisualkan pada gambar be ikt
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Gambar &
Tingkatan Pemberdayaan Masyarakat
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Gambar di atazs men|elaskan pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakat yang dapar dilakukan dengan menggunakan model yang berbeda-
Beda, disesualkan dengan tngkatan atau level pemberdayaan masing-masing.
Salengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemberdayvaan Masyarakat Level |

Pemberdayaan masyarakat level | vang merupakan pemberdayaan
rakat pada kadar yang pallng rendah tingkatannya, keterllbatan
rakat dalam program/kegiatan pemberdayzan bersifat semu [quasi
icipation), yaknl ikut dalam kegiatan sekedar menghormati yang
ndang. atau rasa prekewuh (sunghkan) atau karena melaksanakan mandat
u perintah/ajakan orang lain bukan didasan kemauan Wilus dari dalem lubuk
mya. Pada level ini maka program pendidikan dan pelatihan {diklat] dirancang
dapat membangun/membangkitkan mothvasi bagl masyarakat untuk
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melakukan keglatan wusaha tertentu yang sesuai dengan kondisl dan potensi
setempat. Sekain ity, dikiat diarahkan pada upaya yang dapat merubah pola pikir
masyarakal (rnindset) dan pola berpikir 1ama ke pofa pikir bars yang secara
rkonomi lebih mengumungkan, dilkuti dengan tindakan nyata (psiko-maotarik),
Dalam hal kemandirian, diperiukan bimbingan secars terus-menerus untuk
memberikan arahan serta menunjukkan peluang agar sumbeardaya yang ada
dapat dimanfzatkan secara optimal untuk kesajahtersan masyarakat, Lembags
pemberdayasn dibentuk untuk memfasilitasi berbagai keperluan yang
dibutuhkan oleh masysrakat baik dalam hentuk barsng maupun jasa gura
kelangsungan usaha dan kelangiungan hidupnya. Demikian pula lembaga yang
ada dapat memfasilitasi masyarakat untuk berimprovisasi dan berinovasi di
dalamya. Kerjasama [kemitraan) dilakukan dengan institusi fain baik institusi
pemerintah, swasta maupun masyarakat sipif lainnya bersifat preudo-
portnership (kemitraan semu) yakni kerjasama yang dilakukan antara pihak
pemberi order dengan pelaksana agar sesuai dengan mekanizme yang ada dan
tidak menyimpang darl aturan formal. Dalam konteks ini pertimbangan yang
didasari perhitungan matang agar saling memperoleh manfaat dan keuntungan
pada kadua belah pihak yang bermitra buican menjadi pertimbangan utama.

b} PemberdayaanMasyarakat Levelll

Pada pemberdayaan masyarakat level |I, keterfbatan masyarzkat pada
awalnya belum dilandasi pada pertimbangan-pertimbangan kemanfaatan atau
hasli yang akan dlperoleh atau keterlibatan yang belum didasari motivasi dard
dalamy lubuk hatl yang kuat atau keterfibatan sengah hatl, tetapl setelah
dirasakan kemantzatan atau hasifnyz kemodian berubah darl keterlibatan
setengah hati menjadl keterdibatan penuh (the regl participation). Kegiatan
pendidikan dan pelatihan (diklat]) dilzksanzksn dzlam bentuk program diklat
yang dapat membekali kemampuan mengembangkan kreativitas masyarakat,
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juga diklat yang dapat memperkaya wacana serta menambah wawasan dalam
melakukan wsaha, Kemandidan masyarakat masih pefiu pendampingan,
demikian pula kemampuan melakukan dan mengembangkan usaha masih periu
terus dibina. Lembaga pemberdayaan yang sefalu membimbing dan memandu
masyarakat dalam mengelola secara optimal berbagal potensi sumberdaya yang
2da di sskitanya untuk untuk dapat dimanfaatkan guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat itu sendiri, Kerjasama (kemitraan} dilakukan antara
lembaga yang sudah kuat dalam anti kuat struktur, kuat kinera, kuat modal
gergan lembaga yang berada pada posis yang belum menguat [masih lemah).
Hubungan kerjasama didasarkan pada pola hubungan "bapak angkat™ dengan
| "anak asuh”, dalam arti pihak lembaga yang swdah menguat memposisikan din
sebagal “bapak angkat” terhadap lembaga yang belum kuat sebagai "anak
asuh®nya.
o Pemberdaysan Masyarakat Level il

femberdayaan masyarakat leval 1l ini merupakan tingkatzn ideal dalam
pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakal. Pada level ini peran
s=rtz masyargkat merupakan the real porticipotion yakni keteribatan atzu
sartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan pada setiap proces dan

. tshapan benar-benar tulus atas kemauan yang timbul dar fubuk hatinys,
sixndasi keyakinan akan manfast vang ciperoleh dari setiap kegiatan/program
y=ng diikuti tersebut. Peningkatan kapasitas masyarakat (copoecty building)
: program pendidikan dan pelatihan (diklat) bersifat adoptlf, yaltu diklat
benar-benar ditesuaikan deagan kandisi dan kebutuhan masyarakat
pat, sehingga dengan demlkian owtput dar pelatihan tersebut benar-
r oplicable astau dapat dilaksanakan yang pada gillrannya dapat
atangkan hasil dalam bentuk barang atavpun jasa yang dapat memberikan
gan, Kemandinian masyarakat terwujud dalam bentuk pemahaman yang
kuat atas semua preses yang harus dijalani dalam melakukan kegiatan
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usaha mulal dari penantuan dan parencanaan jenis usaha, permodalan dan
investasi, sampal dengan pemasarannya. Lembaga-lembaga yang ada (dibentuk)
dalam rangka pemberdayaan masyarakat merupakan lembaga yang mempunyzl
komitmen yang tinggi dalam mengembangkan jiwa entrepreneur demikian pula
lembaga tersebut benar-benar melakukan aktivitas yang memberikan Jaminan
kepastian akan keberlangsungan (sustoingbility) bagi program-program
pemberdayazn masyarakat setempat. Jafinan kerjasama (kemitrzan) dilakukan
aleh lembaga-lembaga pemberdayaan yang ada untuk memenuhi berbagai
macam keperiuan barang maupun jasz yang dilnginkan masyarakat. Kemitraan
dijalin atas dasar perhitungan kemanfaatan atau keuntungan yang sama-sama
diperoleh oleh kedua belah pihak (mutuglsm portnership), bukan hanye
kemanfaatanatau keuntungan yang timpang atau bersifat sepihak.

KESIMPLILAN

Dari vraian yang telah dibahas didapat beberapa simpuilan berikut:

1. Persoalan kemiskinan yang sampai saat ini masin meniadl benang kusut bagi
bangsa Indonesla bukan hanya tasgpungiawad pemerintah semata,
malainkan ketlga pliar good governonce (pemenntzh, masyarakat dan sektor
swasta) harus secara sinergis bertangeungiswab memecahkannys, Sektor
swasta (baca: perusahaan) hamus mengemban tenggungiawab ini sesuai
dengan tanpeungjawab phifiontroplnys “mencntal sesama” atau peduli
dengan masyarakat sekitamya.

2, Corporate Social Responsibilities disingkat CS8 secara yuridis [sesual UL No.
40 Tahun 2007) wajib dilaksanakan oleh siagapun (Badan usahal yang
menjalankan usahanya di wilayah NER! mauoun semua badan wsaha yang
mengolah segala sumber alam di wilayah NERL. Implementasi C5R sangat
vanath, secara umum dipliah menjadi empat model yaknl: (1) dilaksanakan
secara langsung oleh perusabaan, (2] dilbksanakan oleh yayasan atau
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organisasl sosial mitik peruszhaan atau groupnya, (3 melalui kerjasama atau
Bermitra dengan pihak lain, dan {4) beberapa perusahaan bergabung dalam
sebuzh konsorsium untuk secara bersame-sama menjalankan CR.

3. Pemberdaysan masyarakat merupakan satu paradigma paling baik dalam
MENYUsUN Program-progam  untuk mengimplementasikan C5R  karena
dengan paradigme ini masyarakat sasaran bukan semata diposisikan sebagai
obyek tetapi mereka sekaligus sebagai “sktor” atau pelsku dar setiap
kegiatan. Mayarakat dilibatkan secara langsung semenjak identifikasi dan
inventarizasi masalah, perencansan kegiatan/program, pelsksanaan
kegiatan, monitoring dan evaluasl, sampai dengan pengawasan (kontrol
sosial] atas semua proses dan tehapan kegiatan.

4. Made| pemberdayaan menggunakan pendekatan dua dimensi (perspektif
individual dan perspektif komunitas) menjadi model alternatif yang dapat
diimplementasikan, Dalam perspektif individual program pemberdayaan
divkur dari tiga hal, partisipasi, peningkatan kapasitas dan kemandiran
masyarakat sasaran. Sedangkan dalam perspektif komunitas diukur dengan
dua hal, yakni penguatan kelembagaan dan kemitrasn lembaga vang ada.
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